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BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 900/ ) /HK/424.013/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
YANG BERTINDAK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta guna
tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun
Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
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2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020;




Menetapkan :
KESATU

/. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024,

14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 244 Tahun 2023;

15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak

sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2024
adalah :

Nama : Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si

NIP : 19660214 198602 1 003

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pasuruan

Peiabat Pengelola Keuangan Daerah vang bertindak sebagai

A/ AT

Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;




melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam

melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD) berwenang :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;

b. pengesahan DPA-SKPD ;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah ;

e. melaksanakan pungutan pajak daerah;

f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

J. melakukan pencatatan dan pengesahaan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan
melalui RKUD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

TEMBUSAN :

Ditetapkan di Pasuruan
= :"ﬁ‘gf*kpada tanggal ) Januari 2024

~P{BUPATI PASURUAN,

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Bagian Adm. Pembangunan
Setda Kabupaten Pasuruan.




